SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a.bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakbhir;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015;



Mengingat

10.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ({(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014 Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 62)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2015.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa laporan keuangan

(2)

memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;dan
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Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Rp. 5.079.535.208.132,89
Belanja Rp. 6.775.373.055.593,97
Surplus

Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Rp. 1.931.074.544.573,14

- Pengeluaran Rp. 18.037.697.901,00

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Rp. 1.695.837.847.461,08

Rp. 1.913.036.846.672,14
Rp. 217.198.999.211,06

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi

pendapatan sejumlah

Rp. 1.389.058.547.293,97 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan
2) Realisasi
Selisih kurang

Rp. 6.468.593.755.426,86
Rp. 5.079.535.208.132,89
Rp. 1.389.058.547.293,97

Selisih anggaran dengan realiasasi belanja sejumlah Rp.1.606.257.546.505,03

dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan
2) Realisasi

Selisih kurang

Rp. 8.381.630.602.099,00
Rp. 6.775.373.055.593,97
Rp. 1.606.257.546.505,03




c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 217.198.999.211,06
dengan rincian sebagai berikut:

1) Setelah perubahan (defisit) Rp.( 1.913.036.846.672,14 )
2) Realisasi Rp.( 1.695.837.847.461,08 )
Selisih kurang Rp.( 217.198.999.211,06 )

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 1.931.074.544.573,14
perubahan

2) Realisasi Rp. 1.931.074.544.573.14

Selisih Rp. 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 18.037.697.901,00

perubahan
2) Realisasi Rp. 18.037.697.901,00
Selisih Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 1.913.036.846.672,14
2) Realisasi Rp. 1.913.036.846.672,14
Selisih Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 19.122.401.022.642,40

b. Jumlah Kewajiban Rp. 418.469.816.613,51

c. Jumlah Ekuitas Rp. 18.703.931.206.028,90
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2015 Rp. 1.931.641.418.890,92
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi Rp. 1.124.100.827.032,52
Cc. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset Rp. (2.819.938.674.493,60
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan Rp. (18.037.697.901,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran Rp. 13.507.697.612,59
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 217.464.499.393,84



Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran I.10 :

Lampiran .11 :
Lampiran .12 :

b. Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
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Lampiran VIII

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan;dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 74

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR ( 12/74 /2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum




